BAB II
LANDASAN TEORI

A.Teori Demokrasi

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-
negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip
persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki
kesamaan hak dan kedudukan didalam Pemerintahan,
karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki
kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan
rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan
legalitas kekuasaan negara.

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan
yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dimana dalam
konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan
rakyat sebagai pemegang kekuasan tertinggi dalam
melaksanakan pemerintahan suatu negara. Demokrasi
pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan
bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat.
Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi
bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh,
untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada
pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu

rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi
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arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan
kehidupan kenegaraan.

Menurut pakar hukum tata negara M. Mahfud
MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem
bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua
negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai
asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas
kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi
peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara
sebgai organisasi tertingginya.! Demokrasi berasal dari
kata demos, yang artinya rakyat dan cratien yang artinya
memerintah. Jadi sistem pemerintahan yang demokratis
sebagimana dikutip dari buku Miftah thohah adalah
sistem yang meletakkan

kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan
rakyat. Demokrasi merupakan asas yang dipergunakan
dalam kehidupan ketata negaraan yang berasal dari
zaman Yunani, yang pengertiannya banyak di bahas di
dalam kalangan ilmu politik dan kenegaraan serta di

dalam kalangan politik praktis.> Jadi secara bahasa

L A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan:

Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (ICCE UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006) h. 130-131.

2 Miftah Thohah, birokrasi & politik di Indonesia, (Jakarta: PT

Raja GrafindoPersada,2003), h. 99.
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demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem
pemerintahanya kedaulatan berada ditangan rakyat,
kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama
rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan
kekuasaan oleh rakyat.

Dengan demikian secara ekplisit demokrasi
meniscayakan pengakuan dan penghargaan pada hak-
hak rakyat melalui berbagai event seperti melalui
pemilihan anggota DPR RI, pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, Pemilihan DPD dan DPRD bahkan
sampai pemilihan Kepala Desa, semakin banyak
melibatkan rakyat dalam keputusan politik yang
berkaitan = dengan  kepentingan rakyat adalah
mencerminkan telah makin membaiknya pelaksaan
demokrasi pada negara bersangkutan.?

Jimly Assihiddiqie mengemukakan bahwa
demokrasi itu pertama-tama merupakan gagasan yang
mengendaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh,
dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang partisipatif,
demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan itu pada
pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karennya

rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan yang

® Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta:
PermataAksara, 2014), h. 18



26

memberi arah serta yang sesungguhnya
menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pengertian
demikian tercakup dalam pengertian kedaultan rakyat,
yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang
diselenggarakan oleh dan untuk rakyat sendiri, serta
yang secara terus-menerus membuka diri terhadap
partisipasi  rakyat yang  seluas-luasnya dalam
penyelenggaraan  negara. Negara yang dapat
menyelesaikan gagasan demokrasi demikian
inimerupakan negara yang baik dan ideal.

Sementara itu pengertian demokrasi secara istilah
yang dikemukan oleh beberapa para ahli yaitu sebagai
berikut :

a. Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan
suatu perencanaan institusional untuk mencapai
keputusan  politik dimana individu-individu
memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara
perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

b. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk
pemerintahan dimana keputusan-keputusan
pemerintah yang penting secara langsung atau tidak
langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas
yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl
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menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem
pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung
jawab atas tindakantindakan mereka di wilayah
public oleh warganegara yang bertindak secara tidak
langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan
para wakil mereka yang terpilih.*

. Henry B. Mayo  menyatakan  demokrasi
sebagaisistem politik merupakan suatu sistem yang
menunjukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas
dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi
secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan
berkala berdasarkan atas prinsip kesamaan politik
dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya
kebebasan politik.

Affan Gafar memaknai demokrasi dalam dua bentk
yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik.
demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara
ideal hendak dialakukan oleh sebuah negara.

sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi

* Philippe Schumitter, penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful,

The Long Road To Democracy, (Jakarta : Habibie Center, 2004), h.21

> Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan:

Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),
ed.ke-3, cet.ke-2, h.85
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dalam perwujudan pada dunia politik praktis.®
Berdasarkan dengan berbagai macam
pengertian demokrasi diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan dimana kekuasaan atau kedaulatan
berada ditangan rakyat. Maka demokrasi sebagai
dasar hidup bermasyarakat dan bernegara
mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang
memberikan ketentuan dalam masalah-masalah
mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai
kebijakkan negara, karena kebijakkan tersebut akan
menentukan kehidupan rakyat. dengan demikian
negara yang menganut sistem demokrasi adalah
negara yang  diselenggarakan  berdasarkan
kehendak dan kemauan rakyat.”
1. Ciri-ciri Demokrasi
Demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh
Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu
suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa
kekuasaan  berada  ditangan rakyat. = Dalam

perkembanganya,demokrasi menjadi suatu tatanan

¢ Suryo Sakti Hadiwijoy, Negara Demokrasi dan Civil Society,
(Yogyakarta : Graha Ilmu,2012),ed ke-1, cet.ke.1, h. 41

7 M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial, (Bandung;:
Nusa Media, 2009), h. 12
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yang diterima dan dipakai hampir seluruh Negara
didunia. Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi adalah
sebagai berikut :

a. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat)
dalam pengambilan keputusan politik, baik
langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

b. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga
Negara dalam segala bidang.

c. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi
seluruh warga Negara.

d. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil
rakyat yang duduk dilembaga perwakilan
rakyat.

2. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Prinsip  terpenting  demokrasi adalah
kewarganegaraan (citizenship). Hal ini mencakup
hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan
orang lain, berkenaan dengan pilihan-pilihan
bersama dan kewajiban pihak yang berwenang
melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung
jawab serta membuka akses terhadap seluruh rakyat.

Sebaliknya, prinsip ini juga membebankan

kewajiban kepada rakyat untuk menghormati

keabsahan pilihan-pilihan bersama secara sengaja
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dan hak penguasa untuk bertindak dengan
kewenangan untuk mendorong efektivitas pilihan-
pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari
ancaman-ancaman atas kelangsungannya.®

Dalam mewujudkan kokohnya demokrasi
diperlukan beberapa unsur pokok, yaitu: pertama,
adanya peran dan partisipasi masyarakat secara
aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Kedua, Adanya pengakuan akan
supermasi hukum. Ketiga, adanya pengakuan atas
kesetaraan di antara warga negara. Keempat,
adanya pengakuan akan supermasi sipil dan militer.
Kelima, adanya kebebasan berserikat, berkumpul
dan berpendapat. Unsur pertama merupakan unsur
bagai terwujudnya demokrasi karena demokrasi
terbentuk oleh adanya partisipasi masyarakat secara
aktif. Artinya, keterlibatan dan peran secara aktif
masyarakat dibutuhkan supaya demokrasi dapat
ditergakkan.

Partisipasi politik masyarakat turut menjadi

perangkat penting karena teori demokrasi yang

8 Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, Transisi
Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian, (LP3ES,
Jakarta, 1993) h.8-9.
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menyebutkan bahwa perlunya partisipasi politik
masyarakat pada dasarnya disebabkan bahwa
masyarakat tersebutlah yang paling mengetahui apa
yang mereka kehendaki. Perwujudan azas
kedaulatan rakyat dalam pemerintahan dibuktikan
dengan dilibatkannya rakyat secara insentif dalam
memutuskan kebijak-kebijakan dalam pemerintahan.
Ukuran kedaulatan rakyat dilihat dari semakin
besarnya intensitas peran oleh rakyat, dalam hal ini
penulis mengambil contoh rakyat sebagai
penyelenggara pemilu serta semakin selarasnya
kepentingan rakyat dengan kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah.
Ada beberapa prinsip demokrasi yang penting,
yaitu :
a) Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan
keputusan politik
b) Tingkat persamaan tertentu di anatara warga
Negara
c) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu
yang diakui dan dipakai oleh warga Negara.
d) Suatu system perwakilan
e) Suatu system pemilihan - kekuasaan

mayoritas
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Kekuasaan  pemerintah  dibatasi  oleh
konstitusi

Pemilu yang bebas, jujur, dan adil (agar
mendapat wakil rakyat yang sesuai aspirasi

rakyat)

h) Jaminan Hak Asasi Manusia

)

Persamaan kedudukan di depan hukum
Peradilan yang jujur dan tidak memihak
untuk mencapai keadilan

Kebebasan berserikat dan mengeluarkan
pendapat

Kebebasan pers

Menurut A. Ridwan Halim, teori demokrasi ini

mengajarkan bahwa:’

1. Yang berdaulat atau yang memegang kekuasaan
tertinggi di dalam negara bukan lagi raja seperti yang
diajarkan oleh teori kedaulatan raja, melainkan rakyat
dari negara yang bersangkutan.

2. Kedaulatan rakyat tersebut lahir dari adanya

perjanjian antara rakyat dengan rakyat atau

? Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan Antara

DPD dan DPRD Dalam Sistem Parlemen Bikameral, (Bengkulu:Vanda,
2016) h. 14
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antarwarga masyarakat, yang telah saling berjanji
untuk bersama-sama membangun negara.

3. Adapun yang menjadi hukum dalam negara ialah
hukum yang harus berasaskan demokrasi, yang harus
diterapkan secara langsung dan mutlak.

4. Sedangkan keputusan rakyat tersebut berdasarkan
"volonte generale" yaitu kehendak rakyat mayoritas
yang penerapannya dipilih menurut suara terbanyak.

5. "Volonte generale" itu berlaku mutlak sebagai hukum
yang mempunyai kekuatan mengikat atau daya paksa
untuk ditaati semua orang, yang secara konsepsional
dapat dianggap sebagai "jiwa undang-undang".

6. Dengan demikian pemerintah atau penguasa
hanyalah orang yang diberi kekuasaan oleh rakyat
untuk  mengatur negara. Dengan demikian
diharapkan tidak akan mungkin lagi penguasa dapat
berkuasa secara otoriter dan absolut, mengingat
segala hukum terletak pada kehendak rakyat banyak.

Menurut Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo,
menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan
demokrasi tersebut harus didasari oleh nilai-nilai

sebagai berikut:'

10 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h. 16
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. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan

melembaga;

. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai

dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara
teratur;

Membatasi pemakaian kekerasan sampai minim;
Mengakui serta menganggap wajar adanya
keanekaragaman;

Menjamin tegaknya keadilan.

Nilai-nilai demokrasi tersebut perlu

diselenggarakan oleh beberapa lembaga sebagai berikut:

1.
2.
3.

Pemerintahan yang bertanggungjawab;
Adanya dewan perwakilan rakyat;
Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau

lebih partai politik;

. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan

pendapat; dan

. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak

asasi dan mempertahankan keadilan.
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Sedangkan menurut Robert A. Dahl dalam
Taufiqurrohman ada enam lembaga yang melaksanakan
nilai-nilai demokrasi tersebut yaitu:!!

1. Para pejabat yang dipilih;

2. Pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala;
3. Kebebasan berpendapat;

4. Sumber informasi alternatif;

5. Otonomi asosional; dan

6. Hak kewarganegaraan yang inklusif.

Pada dasarnya teori '"kedaulatan rakyat"
berlaku untuk semua negara modern dewasa ini
walaupun model demokrasinya tidak sama satu
dengan yang lainnya. Adapun unsur-unsur
demokrasi menurut Affan Gaffar dalam Juanda yaitu
sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kekuasaan dari rakyat;

2. Kekuasaan diselenggarakan dengan tanggung
jawab;

3. Diwujudkan secara langsung ataupun tidak
langsung;

4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke

orang atau kelompok lainnya;

17

11" Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewenangan..., h.
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5. Adanya proses Pemilu; dan
6. Adanya kebebasan sebagai HAM.

Sementara itu Sigmund Neumann dalam
Juanda, membagi sistem demokrasi menjadi 6 (enam)
unsur pokok yaitu:

1. Kedaulatan nasional di tangan rakyat;

2. Memilih alternatif dengan bebas;

3. Kepemimpinan yang dipilih secara demokratis;
4. Rule of law;

5. Adanya partai-partai politik; dan

6. Kemajemukan.

Ditinjau dari syarat-syarat dasar untuk
terselenggaranya pemerintahan demokratis yang
berdasarkan atas hukum (rule of law) ialah:

1. Perlindungan konstitusionil, dalam arti bahwa
konstitusi, selain menjamin hak-hak individu,
harus menentukan juga cara prosedural untuk
memperoleh perlindungan hak-hak yang dijamin;
Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
Pemilihan umum yang bebas;

Kebebasan untuk menyatakan pendapat;

SO

Kebebasan untuk berserikat / berorganisasi, dan
beroposisi; dan

6. Pendidikan kewarganegaraan.
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Sementara itu Austin Ranny dalam Miftah
Thohah berpendapat bahwa syarat-syarat demokrasi
adalah:'?

1. Kedaulatan rakyat (popular souvereignity);

2. Kesamaan politik (political equality);

3. Konsultasi atau dialog dengan rakyat (popular
consultation);

4. Berdasarkan aturan suara mayoritas.

Secara rinci Amien Rais dalam Ismani, UP
menawarkan kriteria demokrasi sebagai berikut:
1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan,

2. Persamaan di depan hukum,

3. Distribusi pendapatan secara adil,

4. Kesempatan pendidikan yang sama,

5. Empat macam kebebasan; meliputi kebebasan
berbicara, pers, berkumpul, dan beragam,

6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi,

7. Mengindahkan fatsoen (tata krama),

8. Kebebasan Individu,

9. Semangat kerjasama, dan

10. Hak untuk protes.

2 Ade Kosasih, John Kenedi, Imam Mahdi, Dinamika
Hukum Administrasi Indonesia Mengenal Konstruksi Baru Hukum
Administrasi  Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, (Bengkulu: Vanda, 2017)



38

Menurut Juanda yang menyimpulkan unsur

dan syarat pokok demokrasi yaitu:!®

1.

Kedaulatan di tangan rakyat;

. Adanya mekanisme Pemilu yang fair;

2
3.
4
5

Adanya partai politik yang kompetitif;

. Adanya rotasi kekuasaan yang teratur dan terbatas;

. Adanya lembaga legislatif sebagai lembaga kontrol

lembaga lain;

. Adanya kebebasan warga negara dalam semua

aspek kehidupan;

. Berfungsinya lembaga penegak hukum yang netral

dan non diskriminatif,

. Berfungsinya pers sebagai kontrol negara;

. Adanya ruang gerak masyarakat untuk mengontrol,

lembaga negara; dan

10. Adanya pertanggungjawaban kepada rakyat.

Di Indonesia ketika era orde baru, demokrasi

harus berhadap-hadapan dengan tekanan politik

yang didominasi oleh pemerintah. Tatkala rezim orde

baru mengalami kehancuran dan berakhir, sebuah

semangat dan cita-cita demokrasi yang selama ini

dipendam oleh rakyat Indonesia mulai tereksplorasi

13 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h. 19
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oleh kaum reformis yang dipelopori oleh mahasiswa.
Perubahan struktural dan fundamental di segala
bidang mulai ditata kembali.'* Demokrasi formal
prosedural yang selama ini dilakukan tidak lagi
relevan dengan tuntutan zaman, karena tidak
memunculkan nilai-nilai substansial ~demokrasi
ideal .’

Urgensi reformasi lembaga perwakilan sebagai
manifestasi kedaulatan rakyat menuju demokratisasi
adalah suatu keharusan. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah pembenahan lembaga perwakilan
sebagai pintu utama masuknya aspirasi rakyat
Indonesia. Sebagaimana syarat-syarat dan unsur-
unsur demokrasi tersebut di atas harus tercermin
dalam proses pembentukan kebijakan yaitu peraturan
perundang-undangan oleh legislatif sebagai lembaga

perwakilan rakyat, dalam hal ini adalah DPRD.1®

14 John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam
Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2017)

15 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h. 20

16 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h. 21
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B. Pemilihan Umum
1. Pengertian Pemilihan Umum

Dikebanyakan negara demokrasi. Pemilihan umum
dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi.
Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana
keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan
kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan
agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan
adanya Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-
wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi
dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan
publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan.
Pemilu juga memberikan peluang bagi terpentalnya
sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap Pemilu
berikutnya. Sehingga kekuasaan dalam membentuk
UndangUndang tidak serta merta menjadikan partai
politik yang berada di parlemen lupa sehingga setiap
partai  politik  tidak  dapat = mempertahankan
kekuasaannya.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu,
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain
sebagai sarana untuk memilih wakil rakyat, Pemilu juga
merupakan media yang menjamin hak rakyat untuk ikut
serta dalam menentukan pilihannya dan dari dirinya
akan menjadi penentu siapa yang layak menduduki
jabatan strategis kenegaraan, baik legeslatif dan/atau
eksekutif.

Pengertian Pemilihan Umum dalam studi politik,
pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah
aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan
lembaga sekaligus juga praktis politik yang
memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan
perwakilan, Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa
di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum
merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena
salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya
suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan
pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut.
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh
rakyat.!”

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk

pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung,

7" CS.T. Kansil ,Dasar-dasar Ilmu Politik, (Yogyakarta: UNY
Press. 1986),hal.47
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terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan
pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang demokrasi. Pelaksanaan konsep
demokrasi di Indonesia berlandaskan pada Undang-
Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 1 ayat (2) dimana
disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat
dengan pelaksanaan menurut Undang-Undang Dasar.
Dasar paling kuat pelaksanaan demokrasi tercantum dalam
Gila Keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi dalam konteks
Indonesia memiliki dua makna. Pertama, konsep
demokrasi dikaitkan dengan sistem pemerintahan atau
bagaimana caranya rakyat diikutsertakan = dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, konsep demokrasi
sebagai asas yang mempengaruhi keadaan kultural,
historis suatu bangsa sehingga muncul istilah demokrasi
konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi pancasila.

Pemilu adalah bagian dari pelaksanaan prinsip
demokrasi yang disebut dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal
22E. Pelaksaanaan pemilu merupakan demokrasi yang
ditinjau dari segi substantif, yakni sebagai prinsip dasar

dan basis mekanisme bagaimana para pemimpin politik
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diseleksi dan dipilih oleh rakyat yang dilakukan secara
berkala sesuai dengan konstitusi yang berlaku disuatu
negara baik itu diranah eksekutif maupun legislatif .

Sedangkan dalam Undang-undang No 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum tertuang dalam BAB I
Ketentuan Umum, Pasal 1 No 1 memberikan pengertian
sebagai berikut : Pemilihan umum yang selanjutnya
disebut Pemilu adalah sarana kedaultan rakyat untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.8

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata
pemilihan berasal dari kata pilih yang artinya dengan
teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil
mana- mana yang disukai, mencari atau mengasih mana-

mana yang baik, menunjukan, calon.” Kata umum berarti

8 Pasal 1 Ayat (1) UU. NO.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum
YDepartemen Pendidikan dan Kekebudayaab Republik
Indonesia, Kamus Besar Bahasalndonesia, Jakarta: Balai pustaka, 1988,
hal,. 683
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mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh,
tidak menyangkut yang khusus saja.

Dalam ilmu politik, pemilu diartikan sebagai suatu
kesimpulan cara masyarakat memilih para wakilnya.
Pemilu adalah wujud dari partisipasi politik masyarakat
yang dilakukan melalui pemberian suara terhadap
organisisi peserta pemilu yang dianggap mampu
menyuarakan aspirasi rakyat.

Secara teoritis Pemilu umum dianggap merupakan
tahap paling awal dari bagian rangkaian kehidupan
ketatanegaran yang demokratis, sehingga pemilu
merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik
demokrasi. Kegiatan Pemilihan Umum juga merupakan
salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang
sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka
pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah harus
bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya
penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal
ketatanegaraan yang telah ditentukan.

1. Untuk  memungkinkan  terjadinya  peralihan
kepemimpinan pemerintahan secara damai

2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat
yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga

perwakilan
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3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.?

Pemilu adalah instrumen atau sarana yang bisa
merekayasa untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik
tetapi juga sekaligus dimanipulasi untuk maksud-maksud
yang bertentangan dengan tujuan-tujuan yang baik.
Karena itu sebagai hasi rekayasa, pemilu tidak bebas nilai.
Di negara-negara non- demokratis, misalnya pemilu
dirancang dan dilaksanakan semata-semata untuk
melanggengkan rezim atau kelompok penguasa.
Perwakilan yang terbentuk dari pemilu demikian
merupakan perwakilan “semu”.

Di Negara manapun, pemilu mempunyai makna
yang sama. Rakyat melakukan kegiatan memilih orang
atau sekelompok orang yang menjadi pemimpinnya atau
pemimpin Negara. Pemimpin yang terpilih akan
menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.
Pemilihan Umum pada hakekatnya merupakan
pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat
dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak politik
rakyat pada wakil-wakilnya untuk menjalankan

pemerintahan.

2 Khelda Ayunita, Abd.Rais Asman, Hukum Tata Negara
Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 19
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2. Asas-asas Pemilihan Umum

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017, disebutkan bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal
22E UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pemilu unhrk memilih Presiden dan Wakil
Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota
DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima stahun
sekali. Pengertian asas pemilu ini adalah :

Dasar hukum asas-asas pemilu terdapat dalam
pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, harus dipatuhi oleh seluruh warga
Negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang
aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian,
permusuhan, dan kesalah pahaman.?! Terkait proses
demokratisasi di suatu negara, konteks pemilu harus
dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi
dimana pemilu mampu untuk menyalurkan dan
mewujudkan aspirasi rakyat dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Hal ini dapat dicapai dengan penggunaan

asas tertentu pada pemilu yang mana asas-asas tersebut

ZKing Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-undangan
dan Aspek Pengujiannya, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), h. 29
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dapat mengikat secara keseluruhan proses pemilu dan

pihak yang terlibat. UUD 1945 menentukan, pemilu harus

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil.

a.

Asas Langsung

Yaitu rakyat dapat memilih langsung
calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan
hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang
yang menderita saakit dapat. langsung
memberikan suaranya dikediamannya dengan
pengawasan dari pihk panitia agar kertas yang
telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan
atau  dibuat curang. Makna = langsung
Mengandung makna bahwa rakyat pemilih
mempunyai hak untuk secara langsung
memberikan suaranya.
Asas Umum

Yaitu pemilihan umum berlaku bagi siap
saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan
dan status sosial seseorang, pemilu adalah hak
setiap warga negara yang telah memenuhi syarat
misalnya telah berusia 17 tahun atu telah menikah
serta sehat jasmani rohani (tidak gila). Jadi,

pemilihan yang bersifat umum mengandung
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makna menjamin kesempatan yang berlaku
menyeluruh bagi semua warga negara yang telah
memenuhi persyaratan tertentu tanpa
diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan,

dan status sosial.

. Asas Bebas

Pemilu berlaku untuk segenap warga
negar indonesia yang tinggal dikawasan Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang
tinggal diluar negeri. pemilu dapat dilakukaan di
negara lain yang sebelumnya telah melewati
beberapa prosedur ijin yang resmi dari pihak
pemerintaha negaar itu sendiri dan duta besar.
setiap pemilih dapat dapat berhak mengubah
calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa
ancaman atau paksaan orang lain. Setiap
warganegara yang berhak memilih bebas
menentukan pilihannya tanpa tekanan dan
paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan
haknya, setiap warga negara  dijamin
keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai
dengan kehendak hati nurani dan

kepentingannya.
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d. Asas Rahasia

Memilih calon pemimpin tidak bisa
diberitahukan pada orang lain bahkan padaa pihk
panitia sekalipun agar tercipta suasana ynag tetap
aman , tidak memicu keributan dan saling
menghina hanya karena berbeda pilihan. pihak
panitai pemilu juga tidak diperbolehkan untuk
memberitaukan pilhan orang lain, pilihan diri
sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih
tentang calon pemimpin yang mana yang akan
dipilihnya. Asas yang meningkatkan kuliatas
pemilu. Rahasia Berarti dalam memberikan
suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihannya
tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan
dengan jalan apapun. Pemilih memberikan
suaranya pada surat suara dengan tidak dapat
diketahui oleh orang lain melalui suara yang telah
diberikan. Kecuali bagi pemilih yang telah keluar
dari tempat pemungutan suara dan secara
sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya
kepada pihak manapun.

e. Asas Jujur

Pemilu harus diaksanakan dengan jujur dan apa

adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga,



teman atau orangtua atau lewat perantara
lainnya. ketika penghitungan suara dilakukan
maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus
menperbolehkan masyarkat. Jujur Berarti dalam
menyelenggarakan pemilihan umuin;
penyelenggara/ pelaksana, meliputi: pemerintah
dan partai politik, peserta Pemilu, pengawas dan
pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta
semua pihak yang terlibat secara tidak langsung,
harus bersikap dan bertindak jujur sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
f. Asas Adil
Adil berarti dalam menyelenggarakan
pemilu, setiap pemilih dan partai politik, peserta
Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta
bebeas dari kecurangan pihak manapun.
3. Fungsi Pemilihan Umum
Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan
umum pastinya memiliki fungsi- fungsi yang
saling berkaitan atau interdependensi. Adapun
fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri

adalah:
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Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi legitimasi ini terutama
menjadi  kebutuhan pemerintah dan
sistem politik. Melalui pemilihan umum,
keabsahan pemerintahan yang berkuasa
dapat ditegakkan, begitu pula program
dan kebijakan yang dihasilkannya.
Dengan begitu, pemerintah berdasarkan
hukum vyang disepakati bersama tak
hanya memiliki otoritas untuk berkuasa,
melainkan juga ~memberikan sanksi
berupa hukuman dan ganjaran bagi
siapapun yang melanggarnya. fungsi
legitimasi ~ politik  ini  merupakan
konsekuensi logis dari pemilihan umum.
Paling tidak ada tiga alasan kenapa
pemilihan umum dapat menjadi suatu
legitimasi politik bagi pemerintahan yang
berkuasa.

Pertama, melalui pemilihan umum,
pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan
atau setidaknya memperbaharui
kesepakatan- kesepakatan politik dengan

rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum
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pemerintahan dapat pula mempengaruhi
perilaku rakyat atau warga negara. Dan
ketiga , dalam dunia modern para
penguasa dituntut untuk mengadakan
kesepakatan dari rakyat Kketimbang
pemaksaan (coercion) untuk
mempertahankan legitimasinya. Gramsci
(1971) menunjukkan bahwa kesepakatan
(Consent)  yang  diperoleh  melalui
hegemoni oleh penguasa ternyata lebih
efektif dan bertahan lama sebagai sarana
kontrol dan pelestarian legitimasi dari
otoritasnya  ketimbang  penggunaan

kekerasan dan dominasi.

. Fungsi Perwakilan Politik

Fungsi ini terutama menjadi
kebutuhan rakyat, baik untuk
mengevaluasi ~ maupun  mengontrol
perilaku pemerintahan dan program serta
kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan
umum dalam kaitan ini merupakan
mekanisme demokratis bagi rakyat untuk

menentukan wakil-wakil yang dapat
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dipercaya yang akan duduk dalam
pemerintahan.

c. Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Bagi
Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa.

Keterkaitan = pemilihan  umum

dengan sirkulasi elit didasarkan pada
asumsi bahwa elit berasal dari dan
bertugas mewakili masyarakat luas atau
rakyat.  Secara  teoritis,  hubungan
pemilihan umum dengan sirkulasi elit
dapat dijelaskan dengan melihat proses
mobilitas kaum elit atau non elit yang
menggunakan jalur institusi politik, dan
organisasi kemasyarakatan untuk menjadi
anggota elit tingkat mnasional, yakni
sebagai anggota kabinet dan jabatan yang
setara. Dalam kaitan itu, pemilihan umum
merupakan saran dan jalur langsung
untuk mencapai posisi elit penguasa.
Dengan begitu maka melalui pemilihan
umum diharapkan Dbisa berlangsung
pergantian atau sirkulasi elit penguasa
secara kompetitif dan demokratis.

d. Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi
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Rakyat

Pemilihan umum merupakan salah
satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat
yang bersifat langsung, terbuka dan
massal, yang diharapkan bisa
mencerdaskan pemahaman politik dan
meningkatkan ~ kesadaran masyarakat
tentang demokrasi.

Ikut menyaksikan acara penghitungan
suara tersebut. Intinya adalah Penghitungan
suara harus secara transparan, melibatkan
masyarakat dan secara langsung.

Asas Adil

Semua pemilih mendapatkan hak dan
perlakuan yang sama termasuk perlindungan
dari adanya ancaman dan kecurangan dari
pihak pihak tertentu. Para pemilihyang
berusia ~manula tidak  diperbolehkan
ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan.
Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada
beberpa oknum dan orang orang yang tak
bertanggung jawab mengendalikan situasi
tertentu yaitu membiarkan para manula

terlambat datang dalam pemilu yang
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akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya
karena alasan waktu pemilu telah habis.
Pemilihan umum merupakan suatu sarana yang
penting dalam upaya melaksanakan konsep negara
demokrasi. Dalam suatu negara, pemilihan umum
merupakan media pergantian pemimpin yang efektif, serta
dapat memberikan jaminan suatu pemerintahan yang tidak
akan dikuasai secara turun temurun oleh dinasti yang
mempunyai kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan
itu. Pemilihan umum dapat dirumuskan sebagai
mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat
kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD,
DPRD dan Presiden/ Wakil Presiden untuk membuat dan
melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak
rakyat, pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik
mengenai pola dan arah kebijakan spublik, dan atau
mengenai sirkulasi elit politik, yang dilakukan secara
periodik dan tertib.
C. Teori Figh Siyasah
1. Pengertian Figih Siyasah
Kata figih berasal dari faqaha-yafqahu-fighan.
Secara bahasa pengertian fiqih adalah “paham yang
mendalam”. Kata “fagaha” diungkapkan dalam Al-
Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya
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digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang
dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan
ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath'i),merupakan
“ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (zhanni).
Menurut istilah figih adalah ilmu atau pemahaman
tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah,
yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).
Secara etimologis, figh adalah keterangan tentang
pengertian atau paham dari maksud ucapan si
pembicara, atau pemahaman dan pengertian terhadap
perkataan dan perbuatan manusia.??> Secara
terminologis, figh adalah pengetahuan yang sesuai
dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang
diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci,
yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang
diambil dari sumbernya, Al-Qur’an dan As-Sunnah).
Jadi, figh menurut istilah adalah pengetahuan
mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari
Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh

mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan

22 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik

Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h. 13
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kata lain, figh adalah ilmu penegtahuan mengenai
Islam.?

Figih juga didefinisikan sebagai upaya
sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin)
untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat
diamalkan oleh umat Islam. Figh disebut juga dengan
hukum Islam. Karena figih bersifat ijtihadiyah,
pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun
mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan
kondisi manusia itu sendiri.*

Karena figh sebagai ilmu dan merupakan
produk pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang
digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-
dasar (ushul) syariat, ia bukan pokok-pokok atau
dasar. Sebab, spesialisasi figh di bidang furu’ (cabang-
cabang/ partikularistik) dari ajaran dasar atau pokok.
Dengan begitu, ilmu figh terdiri dari dua unsur, yaitu
unsur ajaran pokok dan unsur furu’. Karena itu pula,
ia dapat menerima perubahan sejalan dengan
perkembangan dan kepentingan-kepentingan

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai

2 Hasan, Mustofa, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif
Kaidah-Kaidah Fikih, Madania Vol, XVIII, No. 1, Juni 2014

2 Hidayat, Syaiful, Tata Negara Dalam Perspektif Figh Siyasah,
Tafaqquh, Vol. 1, No. 2, Desember 2013
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dengan perubahan zaman dan tempat. Adapun
syariat, yang dasar atau pokok, sekali-kali tidak boleh
diubah atau diganti.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa,
berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau
pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.
Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa
tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan
membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat
politis untuk mencakup sesuatu. Secara linguistik,
siyasah artinya megatur, mengendalikan, mengurus
atau membuat keputusan, sebagaimana dalam
kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah
dan  memimpin.  Siyasah  menurut  bahasa
mengandung beebrapa arti, yakni bisa diartikan
memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurus dan
pengadilan.

Siyasah diartikan pula dengan “politik”
sebagaimana wuraian ayat-ayat Al-Quran tentang
politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-
ayat yang berakar hukum. Siyasah adalah pengurusn
kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai degan

syara’demi terciptanya kemashlahatan.
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Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf
mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan
perundangan yang diciptakan untuk memelihara
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur
keadaan”. Dari penegrtian-pengertian di atas tersebut,
dapat disimpulkan bahwa siyasah mengandung
beberapa pengertian, yaitu: a) Pengaturan kehidupan
bermasyarakat; b) Pengendalian negara; c) Penciptaan
kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan
bernegara; d) Perumusan perundang-undangan yang
bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga
negara; e) Pengaturan hubungan antar negara; f)
Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.”

Ilmu figh siyasah adalah ilmu yang membahas
tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan
Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan
perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya
yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang
bertujuan untuk kemaslahatan umat*® Adapun
kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah

bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib

2 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik
Islam..., h. 27

26 Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, Figh Siyasah Doktrin
dan pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 10
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melaksanakannya, ada yang sunnah

melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah

memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid
al-syari’ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan
dalil gqoth’i baik wurud maupun dalalahnya;

b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya
kemaslahatan itu berdasakan penelitian yang
cermat dan akurat sehingga tidak meragukan
bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan
menghindarkan mudarat;

c) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan
bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas
dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.?”

Berdasakan = penegrtian  etimologi  dan
terminologi di atas dapat ditarik keismpulan bahwa

Figh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang

secara spesifik membahas tentang seluk-beluk

pengaturan kepentingan umat manusia pada
umumnya dan Negara pada khususnya, berupa

penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh

z H.A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum

Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis,Cetakan ke-4,
(Jakarta: Kencana, 2011), h. 28-29
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pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan
dengan  ajaran  Islam, guna  mewujudkan
kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya
dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara yang dijalaninya.

Literatur figh siyasah sesungguhnya dikenal
dengan dua jenis siyasah. Pertama, siyasah syar’iyah
yaitu siyasah = yang proses penyusunannya
memperhatikan norma dan etika agama. Kedua,
siyasah wadh’iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh
pemikiran manusia semata yang dalam proses
penyusunannya tidak memperhatikan norma dan
etika agama. Siyasah syar’iyah dan siyasah wadh’iyah
hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari
bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu
sendiri dan lingkungannya, seperti ara’ahl basher
atau yang biasa disebut dengan pandangan para ahli
atau pakar, al'urf (uruf), al’adah (adap), al-tajarib
(pengalaman-pengalaman). Sumber-sumber hukum
yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu
berbeda-beda dan terus menerus berkembang.

Setiap produk siyasah syar’iyah pastilah Islami.

Namun tidak demikian dengan siyasah wadh’iyah.



62

Siyasah wadh’iyah sangat boleh jadi bertentangan

dengan ajaran islam karena dalam proses

penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk

pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan

berarti setiap siyasah wadh’iyah pasti tidak Islami.

Siyasah wadh’iyah bisa saja bernilai Islami atau dapat

dikategorikan sebagai siyasah syariyah selama

memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut:

a) Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan
secara hakiki dengan syariat Islam;

b) Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan
manusia di depan hukum dan pemerintahan;

c) Tidak memberatkn masyarakat;

d) Untuk menegakkan keadilan;

e) Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu
menjauhkan kemudharatan;

f) Prosedur pembentukannya melalui musyawarah

Di samping berbeda sumber pembentukannya,

siyasah syar’iyah dan siyasah wadh’iyah juga dapat

dibedakan dari tujuan yang hendak digapainya.

Siyasah syar’iyah bertujuan megantarkan rakyat

menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara

siyasah wadh’iyah hanya bertujuan mengantarkan

rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.
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Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu
ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya,
siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam
kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang
adil tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga
dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang
adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang
salah, Allah SWT melarang menciptakan suasana
demikian.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah
agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat
berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.?®
Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah
terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-
orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah
sesuai dengan Undang-Undang dan  tidak
bertentangan dengan syari’at Islam yang menyangkut
tentang prinsip figh siyasah, dimana ketentuan
ataupun prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur’an
dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut

antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas

% 1. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah dan
Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, (Jakarta, PT Raja
Grafindo, 2002), h. 2
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bumi ini. Kita sebagai umar manusia wajib untuk
menjalankan amalamal sholeh, maka Allah SWT akan
selalu meridhai kita.

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat
disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan
sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman.
Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis
pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat
sesuai dengan masalahmasalah kehidupan duniawi

yang timbul pada tempat dan zaman mereka.”

. Objek dan Bidang Bahasan Figih Siyasah

Setiap ilmu pstinya mempunyai objek dan
bidang bahasannya, begitu pula dengan figh siyasah.
Figh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom
sekalipun bagian dari ilmu figh. Figh siyasah
mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan
spesialis segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan
Negara dan pemerintahan. Figh siyasah memiliki
persamaan dengan figh pada umumnya dan dengan
siyasah syar’iyah, yakni sama-sama merupakan
produk ijtihad. Figh berbeda dengan figh siyasah

pada umumnya terdapat pada kajiannya.

2 1. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah..., h. 20
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Kajian figh siyasah sangatlah kuat dan umum,
termasuk didalamnya megkaji tentang figh siyasah.
Sementara kajian figh siyasah sangatlah terbatas,
yakni hanya khusus membahas tentang masalah-
masalah politik atau ketatanegaraan dalam perspektif
Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek
kajian figih siyasah adalah membuat peraturan dan
perundang-undangan yang dibutuhkan untuk
mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran
agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash
Shiddieqy meyatakan, objek-objek kajian figh siyasah
berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala
urusan pentafsirannya, dengan mengingat
persesuaian pentafsiran itu dengan jiwa syari'ah,
yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan
tidak berlawanan dengan suatu mash dari nash-nash
yang merupakan syari’ah amah yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut memberi
gambaran bahwa objek bahasan figh siyasah secara
garis besar adalah pengaturan dan perundang-
undangan Negara sebagai pedoman dan landasan

idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat,
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pengorganisasian dan pengaturan untuk
mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan
antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban
masing-masing dalam usaha mencapai tujuan
negara.’

Objek kajian Figh Siyaasah secara substansial
berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya
membicarakan perihal berikut:

a) Hak-hak individu dalam bernegara;

b) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat
sebagai warga negara;

c) Hak dan kewajiban kepemerintahan suatu negara;

d) Strategi ~ operasional = dalam  melaksanakan
pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu
pemerintahan;

e) Perundang-undangan yang mengatur kehidupan
politik masyarakat dan negara;

f) Pelaksanaan demokrasi politik;

g) Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan

h) Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.’!

307, Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah..., h. 27-
28

31 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik
Islam..., h. 36
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3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan
Menurut Figih Siyasah
Dalam menjalankan pemerintahan di dalam
suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri
untuk menjalankannya. Tata cara ataupun prinsip-
prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku, tapi juga
haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun
prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan
syariat Islam tersebut vyaitu meliputi tata cara
pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana
secara umum seoranag pemimpin dalam mengemban
tugasnya senantiasa harus beroriensiasi pada
terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik
matrial maupun secara mental spiritual (kejiwaan).
Hal ini sejalan dengan Qaidah figh. Adapun dalam
mewujudkan kemaslahatan itu, syara’ menetapkan
prinsip-prinsip kuliyah yaitu:
a. Semua yang megandung madlarat harus dijauhi
atau di hilangkan
b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang

madlarat ditempuh pula prinsip-prinsip:
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1) Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak
boleh dengan menempuh madlarat yang sama
atau yang lebih berat madlaratnya.

2) Dalam menghilangkan madlarat yang umum
bolrh ditempuh dengan madlarat yang khusus,
atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.

c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih
diutamakan daripada sekedar mendatangkan
kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan.

d. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan,
segala yang mendatangkan kesulitan hidup

dihilangkan.?

32 Asjmuni A. Rahman, Metode Penerapan Hukum Islam,
Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h. 3-4



